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NUR AISYAH BACHRI (B111 10 495), Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi 
Kasus Putusan Nomor: 63/Pid.B/2013/PN.Sungg) dibawah bimbingan 
Pembimbing I Bapak Syukri Akub (selaku Pembimbing I) dan Ibu Nur 
Azisa (selaku Pembimbing II).  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materil dalam Putusan Nomor 63 /PID.B/2013/PN.Sungg. serta 
mengetahui pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 63 
/PID.B/2013/PN.Sungg  
Penelitian ini dilaksanakan di Sungguminasa, Sulawesi Selatan dengan 
memilih instansi yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini yaitu 
Pengadilan Negeri Sungguminasa. Dengan berdasarkan data, baik yang 
diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung dengan hakim, 
maupun mempelajari data yang diperoleh melalui penelitian normatif yakni 
penelusuran berkas/dokumen,buku serta hasil membaca literatur yang 
berkaitan dengan masalah yang dibahas.  
 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1.) Berdasarkan penerapan hukum 
pidana materiil terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh 
anak yang menyatakan bahwa terdakwa Abdul Halik Mawardi alias Wardi 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana penganiayaan terhadap korban Reza Andika Putra Bin Basyir Dg. 
Tarra yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sesuai fakta –fakta 
persidangan dan alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa 
keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta hasil visum. 2.) Hakim 
Pengadilan Negeri Sungguminasa dinilai dari pertimbangan-pertimbangan 
telah sesuai dengan aturan yang ada di dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 
tentang pengadilan anak dalam menjatuhkan putusan tindak pidana 
penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Pertimbangan Hakim 
diantaranya fakta-fakta dalam persidangan dan fakta yuridis, serta melihat 
hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hakim 
menjatuhkan pidana penjara bersyarat kepada terdakwa selama 3 bulan 
penjara masa percobaan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan UU 
Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Hakim juga memandang 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Setiap anak diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam 
keadaan fitrah. Orang tua sebagai wakil Tuhan yang akan membentuk 
karakter anak dalam sebuah keluarga untuk menanamkan nilai-nilai 
kebaikan dalam diri anak tersebut. Dalam proses kedepannya anak 
tersebut akan dihadapkan pada suatu kehidupan yang berbeda dari 
lingkungan keluarga, yaitu dalam lingkungan sekolah dan lingkungan 
masyarakat. Jadi akibat dari hubungan antar manusia dengan manusia 
akan membentuk karakter lain dari seseorang karena pengaruh dari 
lingkungan luar.  
Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan membangun 
negara ini. Anak memiliki potensi sebagai sumber daya manusia yang 
kelak membangun negara ini. Mereka dipersiapakan untuk menjadi 
generasi-generasi penerus kedepannya yang akan menjaga dan 
melindungi serta menbangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh 
karena itu, anak Indonesia harus diberikan perlindungan hukum dari 
kekerasan dan diskriminasi. 
Pergaulan seorang anak di luar lingkungan sangat besar 
pengaruhnya untuk mengubah suatu karakter yang dari awal sudah 
terbentuk, maka dari itu disinilah tugas orangtua dalam mendidik anaknya. 
2 
 
Dalam mendidik anak itu tidak harus dengan cara memberikan 
kebebasan, memanjakan dengan barang-barang mewah atau dengan 
cara mengekang anak tersebut. Karena hal itu dapat mempengaruhi 
psikologi anak. Peran orangtua itu harus memberikan perhatian, cinta dan 
kasih sayang serta harus menanamkan sikap saling menghormati kepada 
sesama. Peran penting orangtua inilah yang dapat membangun karakter 
seorang anak di masa depan. Oleh karena itu, penting adanya 
pengawasan terhadap anak agar tidak terjerumus dalam kenakalan anak. 
Anak yang diberikan kebebasan tanpa pengawasan orang tua akan 
melahirkan jiwa yang liar, yang akan merusak moral anak. Sehingga anak 
tersebut akan terjerumus dalam perbuatan menyimpang, dan melakukan 
perbuatan kriminal yang melawan hukum. 
Anak sebagai penerus bangsa harus diberikan perlindungan, baik 
dari sisi sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. Anak yang 
melakukan tindak pidana akan diproses atau ditindak sesuai dengan 
tindakan melawan hukum yang dilakukannnya. Dalam proses penanganan 
kasus tindak pidana yang dilakukan anak sangat berbeda dengan kasus 
tindak pidana yang dilakukan oleh yang sudah dewasa. 
Perbedaan tersebut sangat menonjol dari sisi proses penyidikan, 
mengadili dalam persidangan, dan putusan hakim. Hak-hak anak juga 
harus diperhatikan dalam proses pemeriksaan perkara yang melibatkan 
anak. Ancaman pidana kepada anak yang di tentukan dalam Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak paling lama ½ 
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dari maksimum ancaman pidana terhadap yang sudah dewasa, serta tidak 
diberlakukan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup terhadap 
anak.  
Berdasarkan putusan Mahkamah konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 
tanggal 24 februari 2011, pembatasan umur anak yang dapat dipidana 
minimum sudah mencapai umur 12 tahun dan maksimum 18 tahun. Bagi 
anak yang masih berumur 8 tahun sampai belum mencapai 12 tahun yang 
melakukan tindak pidana hanya akan diproses. Selanjutnya tindakan yang 
diberikan kepada anak tersebut yaitu diasuh oleh lembaga sosial sebagai 
anak negara untuk diberi pembinaan atau dikembalikan kepada orang 
tuanya untuk dididik kembali. 
Batasan-batasan tersebut berarti sama dengan batasan usia 
pemidanaan anak. Apalagi dalam KUHPidana ditegaskan bahwa 
seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuataanya dengan syarat 
adanya kesadaran diri yang bersangkutan. Ia harus mengetuhui bahwa 
perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku, sedangkan predikat 
anak disini menggambarkan usia tertentu, dimana ia belum mampu 
dikategorikan dewasa yang karakteristiknya memiliki cara berfikir normal 
akibat dari kehidupan rohani yang sempurna, pribadi yang mantap 
menampakkan rasa tanggungjawab, sehingga dapat 
mempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang dipilihnya karena ia 
berada pada posisi dewasa.1 
                                                             
1 Wagiati Soetodjo, 2006, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 12. 
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Hal-hal yang mengacu pada tindakan anak baik itu sebagai korban 
maupun pelaku di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak. Penjelasan dalam buku hukum pidana anak 
dikenal istilah anak nakal, dimana dalam UU Pengadilan Anak 
menjelaskan pengertiannya sebagai berikut: 
Pasal 1 angka 2 huruf b: 
“Anak Nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang 
dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-
undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan 
berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan”. 
 
Kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana 
merupakan suatu tindakan yang mencerminkan rusaknya moral bangsa, 
karena generasi penerus tidak berperilaku baik. Hal ini harus diperhatikan 
oleh pihak-pihak yang terkait untuk segera ditindak lanjuti agar 
kedepannya bisa ditanggulangi kehal-hal positif yang dapat dilakukan 
anak. 
Dalam kasus pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak 
perlu penanganan khusus, karena mempengaruhi psikis anak yang akan 
berdampak pada masa depan anak tersebut. Dari instansi hukum harus 
memproses kasus yang melibatkan anak sesuai aturan yang berlaku. 
Berdasarkan uraian diatas maka Penulis tertarik untuk mengkaji tentang 
penerapan hukum dan pertimbangan hukum oleh hakim terhadap tindak 
pidana yang dilakukan oleh anak. Berkaitan dengan hal tersebut penulis 
memilih judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
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Penganiayaan yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Putusan 
Nomor 63/Pid.B/2013/PN.Sungg).” 
 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka penulis 
mengidentifikasikan rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak 
pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis Hakim dalam 
memutuskan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak  
dalam putusan perkara Nomor 63/Pid.B/2013/PN.Sungg.? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap 
tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam 
Putusan Nomor 63/Pid.B/2013/PN. Sungg. 
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum 
oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak 





D. Manfaat Penelitian 
1. Kegunaan Secara Teoritis 
Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat 
secara teoritis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya 
pengetahuan yang berhubungan dengan tindak pidana 
penganiayaan. 
2. Kegunaan Secara Praktis 
Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat 
secara praktis bagi penegak hukum dalam praktik pengambil 



















A. Tindak Pidana 
Tindak pidana merupakan istilah dalam bahasa Indonesia yang 
berasal dari bahasa Belanda yaitu Strafbaar feit yang berarti tindak 
pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang 
dapat dipidana. Kata Strafbaar feit terdiri dari 3 (tiga) suku kata yaitu Straf, 
baar, dan feit. Straf artinya pidana. Dalam kaitannya dengan istilah 
Strafbaar feit secara utuh, ternyata Straf diterjemahkan juga dengan kata 
hukum.  
Untuk kata baar, ada dua istilah yang digunakan yakni dapat atau 
boleh. Sedangkan kata feit itu menggunakan 4 (empat) istilah, yakni 
tindak, perbuatan, peristiwa dan pelanggaran.  
Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu 
pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan 
kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. 
Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-
peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak 
pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan 
jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari 
dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena tindak sebagai kata tidak 
begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan 
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istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam 
penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.2 
Menurut para pakar dalam hukum pidana, pengertian tindak pidana 
adalah sebagai berikut: 
a. Simons, perbuatan pidana adalah kelakuan (handeling) yang bersifat 
melawan hukum dan diancam dengan pidana, yang berhubungan 
dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu 
bertanggungjawab.3 
b. Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 
aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang 
berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan 
tersebut.4 
c. Wirjono Prodjodikoro menyatakan “Tindak pidana berarti suatu 
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan 
pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana”. Syarat 
untuk menjatuhkan pidana terhadap tindakan seseorang, harus 
memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana di 




                                                             
2. Miftah. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana. 
http://miftahlan.blogspot.com/2012/03/pengertian-dan-unsur-unsur-tindak-pidana.html. 
Diakses pada tanggal 16 November 2013, pukul 14:24 WITA. 
3




B. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan atas 2 (dua) bagian 
yaitu:5 
1. Unsur Subjektif, yang merupakan unsur dari pembuat/pelaku pidana, 
yaitu: 
a. Adanya kesalahan pembuat, yang terdiri dari dolus (disengaja) dan 
culpa (kealpaan). 
Unsur kesalahan terhadap pelaku dan perbuatannya, baik itu 
disengaja atau karena kealpaan sangat berhubungan dengan hal 
kebatinan, dimana pelaku tindak pidana yang telah melakukan 
perbuatan yang dilarang dapat mempertanggung jawabkan 
perbuatanya. 
Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana 
bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari:  
1) Kesengajaan (opzet)  
Kesengajaan harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, 
yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok 
alasan diadaka larangan itu, dan perbuatan itu melanggar 
hukum. Kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:6 
a. Sengaja sebagai niat (Oogmerk)  
Kesengajaan sebagai niat atau maksud adalah 
terwujudnya delik yang merupakan tujuan dari 
                                                             
5
 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 49 
6
Ibid., hlm. 78-83.   
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pelaku.Pelaku benar menghendaki mencapai akibat yang 
menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum 
pidana. 
b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan 
(zekerheidsbewustzijn). 
Kesengajaan semacam ini, terwujudnya delik bukan 
merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan 
syarat mutlak sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku 
tercapai. 
c. Sengaja sadar akan kemungkinan (Dolus eventualis, 
mogelijkeheidsbewustzijn) 
Kesengajaan sebagai sadar akan merupakan terwujudnya 
delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan 
merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/pada 
saat/ sesudah tujuan pelaku tercapai. 
2) Kealpaan (culpa)  
Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul 
karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah 
ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi 
dikarenakan perilaku orang itu sendiri.Kelalaian menurut 
hukum pidana terbagi menjadi dua macam yaitu: 
11 
 
a. Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan 
melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu 
peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang 
timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan 
Pasal 205 KUHP; 
b. Kealpaan akibat merupakan suatu peristiwa pidana kalau 
akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat 
yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau 
matinya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 359, 
360, 361 KUHP.  
Menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, 
skema kelalaian atau culpa yaitu7: 
a. Culpa lata yang disadari (alpa)  
Conscious: kelalaian yang disadari, contohnya antara lain 
sembrono (roekeloos), lalai (onachttzaam), tidak acuh. 
b. Culpa lata yang tidak disadari (lalai) 
Unconscius: kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara 
lain kurang berpikir, lengah, dimana seseorang seyogianya 




                                                             
7




b. Adanya kemampuan bertanggung jawab. 
Apabila jiwa pelaku dalam kedaaan sehat dan normal, 
maka dapat dipastikan tindak pidana yang dilakukan dapat 
dijatuhi hukuman. 
c.Tidak ada alasan pemaaf. 
Tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapus 
kesalahan pelaku atas perbuatannya. 
 
2. Unsur Objektif, yang merupakan unsur perbuatan, yaitu:8 
a. Perbuatan tersebut mencocoki rumusan delik dalam undang-undang. 
Artinya perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang 
dilarang oleh undang-undang. Jika perbuatan yang dilakukan oleh 
pelaku tidak memenhui rumusan undang-undang atau belum diatur 
dalam suatu undang-undang maka perbuatan tersebut bukanlah 
perbuatan yang bisa dikenai ancaman pidana. 
b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, baik secara formil 
maupun materiil. 
Perbuatan bersifat melawan hukum secara formil, yaitu 
suatu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut sudah 
diatur dalam undang-undang (hukum tertulis), sedangkan secara 
materil, yaitu terdapat mungkin suatu perbuatan melawan hukum 
walaupun belum diatur dalam undang-undang. 
                                                             
8 Ibid, hlm. 73 
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c. Tidak ada alasan pembenar 
Tidak ada alasan pembenar untuk menghapus perbuatan 
dari tindak pidana yang dilakukan. Alasan pembenar 
menghapuskan sifat melawan hukumnya  perbuatan, artinya 
meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik 
sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dengan kata lain 
alasan pembenar dapat menghapuskan perbuatan pidananya.9 
Pada dasarnya, perbuatan seseorang termasuk tindak pidana 
tetapi karena hal-hal tertentu perbuatan tersebut dapat dibenarkan dan 
pelakunya tidak dapat dipidana. Hal-hal yang dapat menjadi alasan 
pembenar, antara lain:  
1) Daya Paksa Absolut 
Daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP yang 
menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena 
terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan 
tidak boleh dihukum. Dalam penjelasannya, Jonkers 
mengatakan daya paksa dikatakan bersifat absolut jika 
seseorang tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang 
sama sekali tidak dapat mengelakkannya dan tidak mungkin 
memilih jalan lain.10 
                                                             
9
 I Made Widnyana, Op. Cit, hlm. 138. 
 
10
 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor, hlm. 63.  
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Berdasarkan doktrin hukum pidana, daya paksa dibedakan 
menjadi dua, yaitu daya paksa absolut (vis absoluta) dan daya 
paksa relatif (vis compulsiva). Apabila dilihat dari segi asalnya 
tekanan dan paksaan itu, maka bentuk daya paksa disebabkan 
oleh perbuatan manusia dan bukan perbuatan manusia. Akan 
tetapi, jika dilihat dari sifat tekanan dan paksaan, maka daya paksa 
disebabkan oleh  tekanan yang bersifat fisik dan psikis.11 
Menurut Adami Chazawi, daya paksa absolut baik yang 
disebabkan oleh perbuatan manusia maupun alam, baik yang 
bersifat fisik maupun psikis, adalah suatu keadaan di mana 
paksaan dan tekanan yang sedemikian kuatnya pada diri 
seseorang, sehingga tidak dapat lagi berbuat sesuatu selain yang 
terpaksa dilakukan atau apa yang terjadi.12 
2) Pembelaan Terpaksa  
Perihal pembelaan terpaksa (noodweer) dirumuskan 
dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP sebagai berikut:  
“Barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa 
dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang 
lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri 
atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan 
hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak 
boleh dihukum.” 
Dari rumusan Pasal 49 ayat (1) KUHPidana tersebut 
ditentukan syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk 
                                                             
11
Ibid., hlm. 30.   
12
Ibid., hlm. 30.   
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membela diri dapat dibenarkan. Menurut pasal ini, untuk 
pembelaan terpaksa diisyaratkan:13 
a. Ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, 
kehormatan kesusilaan atau harta benda; 
b. Serangan itu bersifat melawan hukum; 
c. Pembelaan merupakan keharusan; 
d. Cara pembelaan adalah patut (syarat ini tidak disebut dalam 
pasal 49 ayat (1) KUHPidana). 
Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau 
ancaman. Hal ini sesuai dengan asas keseimbangan 
(proporsionaliteit). Selain itu, juga dianut asas subsidiaritas 
(subsidiariteit), artinya untuk mempertahankan kepentingan 
hukumnya yang terancam pembelaan itu harus mengambil 
upaya yang paling ringan akibatnya bagi orang lain.
14
 
3) Menjalankan Ketentuan Undang-Undang  
Dasar alasan pembenar karena menjalankan ketentuan 
undang-undang dirumuskan dalam Pasal 50 KUHP sebagai 
berikut: 
“Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan 
ketentuan undang-undang tindak dipidana.” 
                                                             
13
 I Made Widnyana, 2010, Op.Cit  hlm. 144. 
 
14
 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum 
Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & 
Ajaran Kausalitas, Op. Cit., hlm.  46. 
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Menurut Pompe, ketentuan undang-undang meliputi 
peraturan (verordening) dikeluarkan oleh penguasa yang 
berwenang untuk itu menurut undang-undang. Jadi, meliputi 
ketentuan yang berasal langsung dari pembuat undang-undang, 
dari penguasa yang mempunyai wewenang (bukan kewajiban) 
untuk membuat peraturan yang berdasar undang-undang.15 
4) Menjalankan perintah jabatan yang sah 
Pasal 51 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:  
 
“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan 
perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang 
berwenang, tidak dipidana.” 
Pada perintah jabatan ada hubungan publik antara 
orang yang memberi perintah dan orang yang diberi perintah. 
Hoge Raad memutuskan bahwa perintah yang diberikan oleh 
pengairan Negara kepada pemborong tergolong dalam sifat 
hukum perdata dan bukan perintah jabatan (HR 27 November 
1933 W. 12698, N.J. 1934, 266).16 
Suatu perintah dikatakan sah, apabila perintah itu 
berdasarkan tugas, wewenang, atau kewajiban yang 
didasarkan kepada suatu peraturan. Di samping itu, antara 
orang yang diperintah dengan yang memberi perintah harus 
ada hubungan jabatan dan subordinasi17. 
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 Amir Ilyas, Op. Cit., hlm. 69.   
16
 Amir Ilyas, Op. Cit., hlm. 71.   
17
I Made Widnyana, 2010, Op. Cit. hlm. 149. 
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C. Tinjauan Umum Tentang Anak 
 1. Pengertian Anak 
Dalam perundang-undangan di Indonesia tidak ada yang 
secara tegas menerapkan batasan usia seorang anak. Dari 
sekian banyak undang-undang yang mengatur hal mengenai 
anak, persepsinya berbeda-beda satu sama lain.  Pengertian 
anak dapat dilihat dari beberapa yang dikemukakan dalam 
undang-undang mengenai batas usia anak sebagai berikut: 
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 ayat (1): 
“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum 
dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 
enam belas tahun,….” 
 
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330: 
 “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai 
umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin 
sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur 
mereka genap 21 (dua puluh satu tahun), maka mereka tidak 
kembali berstatus belum dewasa.” 
 
3. Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1):  
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” 
 
4. Undang-Undang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2): 
“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua 
puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.” 
 
5. Undang-Undang Hak Asazi Manusia Pasal 1 ayat (5):  
“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 
(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak 





6. Undang-Undang Peradilan Anak Pasal 1 butir 1: 
“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah 
mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai 
umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.” 
 
Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 
1/PUU-VIII/2010 pada tanggal 24 Februari 2011, anak adalah 
orang yang dalam perkara anak Nakal telah berusia 12 tahun 
tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. 
Mahkamah konstitusi berpendapat, batas umur minimal 12 
tahun telah menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang 
dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam 
Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.  
7. Convention on the Rights of the Child Article 1, yaitu: 
“Untuk tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap 
manusia di bawah usia delapan belas tahun, kecuali 
berdasarkan hukum yang berlaku untuk anak, dewasa 
dicapai lebih awal.” 
 
 Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku anak nakal 
(juvenile delinquency), biasanya dilakukan berdasarkan tingkat usia, 
dalam arti tingkat usia berapakah seseorang dikategorikan sebagai anak. 
Selain itu, adapula yang melakukan pendekatan psikososial dalam 
usahanya merumuskan tentang anak.18 
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 Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Rajawali Pers, 
Jakarta, hlm. 8. 
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 Pada hakikatnya, batasan anak dalam kaitan hukum pidana, 
melingkupi pengertian anak nakal, menurut Maulana Hasan Wadong 
(2000) meliputi dimensi pengertian sebagai berikut: 19 
1. Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana. 
2. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mendistribusikan hak-hak 
anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara, 
dengan maksud untuk mensejahterakan anak. 
3. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapatkan perbaikan mental 
spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu 
sendiri. 
4. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan. 
5. Hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana. 
 Menurut Wagita Soetodjo (2006) menyatakan bahwa pembentukan 
undang-undang telah mempunyai ketegasan tentang usia berapa 
seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur, sehingga berhak 
mendapatkan keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan khusus 
bagi kepentingan psikologi anak. 
 
2. Pengertian Pidana Dan Pemidanaan Anak. 
1. Pengertian Pidana   
Istilah pidana atau straf adakalanya diartikan sebagai 
hukuman. Pidana lebih tepat definisikan sebagai suatu 




penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara 
kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum 
(sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar 
larangan hukum pidana. Secara hukum larangan dalam 
hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (Strafbaar 
feit). 
Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan pidana ialah 
penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang 
melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. 
Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia 
membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam 
bahasa Belanda dikenal dengan istilah straf. Istilah hukuman 
adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis 
sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin 
dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit 
yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. 
Menurut Satochid Kartanegara, bahwa hukuman 
(pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh 
undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang 
yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-
undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu 




Dalam hukum pidana, pidana merupakan suatu alat 
dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila 
dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa 
tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. 
Mencantumkan hukum pidan pada setiap larangan 
dalam hukum pidana, disamping bertujuan untuk kepastian 
hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga 
bertujuan untuk mencegah (preventif) bagi orang yang berniat 
untuk melanggar hukum pidana. 20 
 
2. Pengertian Pemidanaan Anak 
Sudarto menyatakan bahwa perkataan pemidanaan 
sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman itu 
sendiri berasal dari kata “hukum”, sehingga dapat diartikan 
sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang 
hukumannya (berechten). Oleh karena itu istilah tersebut 
harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara 
pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau 
pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. 
Pemidanana terhadap anak dilakukan secara terpisah 
dengan yang sudah dewasa. Hal ini diatur dalam KUHP dalam 
pasal-pasal tertentu. Pemisahan ini dilakukan agar orang 
                                                             
20 Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana I, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 25 
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dewasa tidak memperngaruhi anak dengan menjerumuskan 
anak tersebut terhadap hal-hal buruk.  
Jadi dari penjelasan diatas penulis simpulkan, bahwa 
Pemidanaan  merupakan suatu cara menjatuhkan hukuman 
kepada pelaku untuk memberikan efek jera atas 
perbuatannya, baik itu kejahatan maupun pelanggaran. 
 
3. Jenis-Jenis Pidana Anak 
Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau 
tindakan. pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan, 
Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1997 yang mengatur tentang pidana pokok dan pidana 
tambahan bagi anak nakal, yaitu:  
1. Pidana Pokok merupakan pidana utama yang dapat 
dijatuhkan kepada anak nakal. Beberapa pidana pokok 
yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, yaitu: 
a. Pidana penjara; 
b. Pidana kurungan; 
c. Pidana denda, atau; 
d. Pidana pengawasan,  
2. Pidana Tambahan adalah pidana yang dapat dijatuhkan 
sebagai tambahan dari pidana pokok yang diterimanya. 
23 
 
Selain pidana pokok maka terhadap anak nakal dapat pula 
dijatuhkan pidana tambahan, berupa : 
a. Perampasan barang-barang tertentu, dan/atau;  
b. Pembayaran ganti rugi.  
Tindakan pada dasarnya merupakan suatu perbuatan 
yang bertujuan untuk membina dan memberikan pengajaran 
kepada anak nakal. Beberapa tindakan yang dapat 
dijatuhkan kepada anak nakal berdasarkan Pasal 24 UU 
Pengadilan Anak adalah :  
1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua 
asuh; 
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, 
pembinaan, dan latihan kerja, atau;  
3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi 
sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang 
pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. 
Mekanisme penjatuhan pidana berupa pidana pokok 
dan pidana tambahan ataupun tindakan, dapat dilihat 
sebagai berikut :  
1. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak diatur sebagai berikut:  
24 
 
a. Pidana penjara yang dijatuhkan paling lama ½ (satu 
perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi 
orang dewasa; 
b. Apabila melakukan tindak pidana yang diancam dengan 
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka 
pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak 
tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun;  
c. Apabila anak tersebut belum mencapai 12 (dua belas) 
tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana 
mati atau penjara seumur hidup, maka hanya dapat 
dijatuhkan tindakan berupa menyerahkan kepada negara 
untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan 
kerja;  
d. Apabila anak tersebut belum mencapai 12 (dua belas) 
tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam 
pidana penjara seumur hidup maka dijatuhkan salah satu 
tindakan.  
2. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak, dijelaskan bahwa pidana kurungan 
yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan 
tindak pidana, paling lama haruslah ½ dari maksimum 
ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.  
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3. Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1997 tentang Pengadilan Anak juga mengatur mengenai 
penjatuhan pidana denda bagi anak di mana pidana yang 
dijatuhkan paling banyak ½ dari maksimum ancaman 
pidana denda bagi orang dewasa dan apabila pidana 
denda tidak mampu dibayar oleh anak tersebut maka 
diganti dengan wajib latihan kerja.  
4. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 mengenai 
pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada anak anak 
sebagai berikut: 
a. Pidana bersyarat dijatuhkan oleh hakim apabila pidana 
penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. 
b. Dalam putusan pengandilan mengenai pidana 
bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
ditentukan syarat umum dan syarat khusus. 
c. Syarat umum ialah bahwa anak nakal tidak akan 
melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa 
pidana bersyarat. 
d. Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak 
melakukan hal tertentu yang ditentukan dalam putusan 




e. Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih lebih 
pendek dari pada masa pidana bersyarat bagi syarat 
umum. 
f. Jangka waktu pidana bersyarat sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) paling lama 3 tahun. 
g. Selama masa pidana bersyarat jaksa melakukan 
pengawasan, dan pembimbing kemasyarakat 
melakukan bimbingan agar anak nakal menepati 
persyaratan yang telah ditentukan.  
h. Anak nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing 
oleh balai permasyarakatan dan berstatus sebagai 
Klien permasyarakatan.  
i. Selama anak nakal berstatus sebagai Klien 
Permasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah. 
Mengenai pelaksanaan pidana pengawasan bagi anak diatur 
dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Pidana 
Pengawasan bagi anak berdasarkan ketentuan :  
1. Pasal 1 angka 2 huruf a mengenai Tenggang waktu pidana 
pengawasan pada anak ialah paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling 
lama 2 (dua) tahun;  
2. Pasal 1 angka 2 huruf a dijatuhkan pidana pengawasan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka anak nakal 
ditempatkan dibawah pengawasan yang dilakukan oleh jaksa; 
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sedangkan pemberian bimbingan dilakukan oleh pembimbing 
kemasyarakatan.  
Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana 
pengawasan diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah. 
Pidana yang tidak dapta dijatuhkan kepada anak, yaitu: 
1. Pidana mati 
2. Pidana tambahan mengenai pencabutan hak-hak tertentu 
3. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim. 
 
D. Tinjauan Yuridis Tentang Penganiayaan 
1. Pengertian Penganiayaan 
Tindak pidana terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja 
disebut penganiayaan. Tindak pidana ini menyerang kepentingan hukum 
berupa tubuh manusia. Untuk melindungi kepentingan hukum  terhadap 
tubuh manusia, maka diatur dalam KUHP tentang berbagai ketentuan 
terhadap perbuatan menyerang tubuh manusia. Perlindungan kepentingan 
hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan tersebut berupa penyerangan 
atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau 
luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat 
menimbulkan kematian. 
Secara umum kejahatan terhadap tubuh ada (2) macam, yaitu: 21 
                                                             
21
 Adami Chazawi, 2010, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Rajawali Pers, Jakarta, 
hlm. 7  
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1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan 
yang dimaksud ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan 
(mishandeling) dimuat dalam BAB XX buku II, Pasal 351-358 KUHP. 
2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam Pasal 360 
Bab XXI yang dikenal dengan kualifikasi karena kelalaian menyebabkan 
orang lain luka. 
Dalam KUHP tidak menjelaskan tentang pengertian penganiayaan 
hanya disebutkan klasifikasinya saja. Untuk kata penganiayaan hanya 
menafsirkan dari arti katanya saja. Penganiayaan hanya diartikan sebagai 
perbuatan yang disengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan 
pada tubuh. 
Sementara dalam doktrin/ilmu pengertahuan hukum pidana, 
penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan 
sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.22 
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan 
Menurut doktrin, penganiayaan mempunyai unsur-unsur 
sebagai berikut: 
a. Adanya kesengajaan. 
Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). 
Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus 
                                                             
22
 Tongat, 2003, Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas TIndak Pidana Terhadap Subjek 
Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Djambatan, Jakarta, hlm. 70   
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diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet als 
ogmerk).  
Namun demikian patut menjadi catatan, bahwa sekalipun 
kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan 
kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran 
tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai 
kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran 
secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan 
sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan 
kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap 
akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah 
merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan 
yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan 
yang dikehendaki atau dimaksudkannya.23    
 
b. Adanya perbuatan 
Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan 
yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana 
manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan 
aktifitasnya sehari-hari, sedangkan Sifat abstrak yang dimaksud 
adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam 
                                                             
23 Ibid. hlm. 74 
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bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, 
dan sebagainya.24 
c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni: 
1. Membuat perasaan tidak enak; 
2. rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan 
perubahan pada tubuh 
3. luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh 
akibat terjadinya penganiayaan. 
4. Merusak kesehatan orang. 25 
 
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan 
Tindak pidana terhadap tubuh dibagi menjadi 6 (enam) macam 
sebagai berikut. 
1. Penganiayaan Biasa  
Yang termasuk Pasal 351 Ayat (1), bukan penganiayaan 
ringan, bukan penganiayaan berat atau berencana dan pula 
tidak mengakibatkan luka berat atau matinya orang. Istilah lain 
tindak pidana ini disebut tindak pidana penganiayaan dalam 
bentuk pokok. Tindak pidana dalam Pasal 351 dikualifikasi 
sebagai penganiayaan dengan rumusan yang singkat. 
Mengamati Pasal 351 KUHP, maka ada 4 (empat) jenis 
penganiayaan biasa yakni: 26 
                                                             
24
 Ibid. hlm. 75 
25 Adami Chazawi, Op. Cit. hlm. 10 
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- Penganiayaan yang tidak mengakibatkan luka berat atau 
matinya orang 
- Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat 
- Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. 
- Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan 
orang. 
2. Penganiayaan Ringan 
Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP. 
Penganiayaan ini tidak terdapat dalam WvS Belanda yang 
merupakan pengecualian asas konkordansi (concordantie). 
Ketentuan penganiayaan ringan diberlakukan di Indonesia 
atas dasar adanya perbedaan kewenangan mengadili antara 
pengadilan polisi yang berwenang dalam  megadili  perkara-
perkara ringan dan pengadilan negeri yang berwenang dalam 
mengadili perkara–perkara lainnya.27 
Rumusan tentang penganiayaan ringan terdapat dalam 
Pasal 352 KUHP yang terdiri dari 2 (dua) hal, yaitu: 28 
1. Mengenai batasan dan ancaman pidana bagi penganiayaan 
ringan 
2. Alasan pemberat pidana pada  penganiayaan ringan. 
Sedangkan batasan dari penganiayaan ringan ini adalah: 
                                                                                                                                                                       
26
 Ibid, hlm. 16 
27
 Tongat, Op. Cit. hlm. 84 
28 Adami Chazawi, Op. Cit. hlm. 22 
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a. Bukan merupakan penganiayaan berencana (Pasal 353 
KUHP) 
b. Bukan penganiayaan yang dilakukan: 
1.Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau 
anaknya; 
2. Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena 
menjalankan tugasnya yang sah; 
3.  Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi 
nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. 
c. Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau 
halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau 
pencahariaan. 
3. Penganiayaan Berencana 
Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP. 
Ada 3 (tiga) penganiayaan berencana, yakni: 
a. Penganiayaan berencana yang tidak mengakibatkan luka 
berat atau kematian 
b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat. 
c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.29 
4. Penganiayaan Berat.  
Dengan mengingat pengertian penganiayaan seperti 
yang sudah diterangkan dibagian muka, dengan 
                                                             
29Ibid. hlm. 26 
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menghubungkan pada rumusan penganiayaan berat diatas, 
maka pada penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur 
sebagai berikut: 
a. Kesalahannya: kesengajaan 
b. Perbuatan: melukai berat  
c. Objeknya: tubuh orang lain 
d. Akibatnya: luka berat. 
Dalam tindak pidana penganiayaan berat yang 
diatur dalam Pasal 354 KUHP akibat luka berat itu merupakan 
maksud atau tujuan pelaku, dalam arti bahwa pelaku memang 
menghendaki terjadinya luka berat pada korban. 
5. Penganiayaan Berat Berencana 
Berdasarkan rumusan Pasal 355 KUHP diatas terlihat , 
bahwa penganiayaan berat berencana terdir dari 2 (dua) 
macam, yaitu: 
a. Penganiayaan berat berencana yang tidak menimbulkan 
kematian (penganiayaan berat berencana biasa).  
b. Penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan 
kematian (penganiayaan berat berencana yang 
diperberat).  
6. Penganiayaan Terhadap Orang-Orang Berkualitas Tertentu 
Atau Dengan Cara Tertentu Memberatkan. 
34 
 
Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 
355 dapat ditambah dengan sepertiga : 
(1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, 
bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya; 
(2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat 
ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah; 
(3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan 
yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk 
dimakan atau diminum.  
Apabila dicermati, maka Pasal 356 merupakan 
ketentuan yang memperberat berbagai penganiayaan. 
Berdasarkan Pasal 356 KUHP ini terdapat dua hal yang 
memberatkan berbagai penganiayaan yaitu: 30 
a. Kualitas korban 
b. Cara atau modus penganiayaan 
Demikian juga terhadap pegawai yang ketika atau 
karena melakukan tugas-tugasnya yang sah, mereka 
membutuhkan perlindungan hukum yang lebih besar agar 




                                                             
30 Tongat, Op. Cit. hlm. 104 
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7. Turut Serta Dalam Penyerangan Atau Perkelahian. 
Jika dirinci rumusan Pasal 358 tersebut, terdiri dari 
unsur: 
a. Unsur-unsur objektif: 
1) Perbuatan turut serta 
2) Dalam penyerangan dan dalam perkelahian 
3) Dimana terlibat beberapa orang. 
4) Menimbulkan akibat (a) ada yang luka berat, (b) ada 
yang mati. 
b. Unsur subjektif: dengan sengaja. 
Kemudian tindak pidana kelalaian yang menyebabkan 
luka karena kelalaian atau kelapaan, terdapat unsur-unsur 
yakni: 
1. Ada perbuatan 
2. Karena kesalahannya (kealpaannya) 
3. Menimbulkan akibat luka-luka berat 
Dalam ayat ke-2 terdapat unsur-unsur sebagai 
berikut: 31 
1. Ada perbuatan 
2. Karena kesalahannya (kealpaannya). 
                                                             
31 Adami Chazawi, Op. Cit. hlm: 51 
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3. Menimbulkan akibat (1) luka yang menimbulkan penyakit, 
atau (2) halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau 
pencaharian selama waktu tertentu. 
 
E. Teori Tujuan Pemidanaan  
Teori pemidanaan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan 
teori, yakni ;32 
a. Teori pembalasan atau teori imbalan (Vergfalden) atau teori absolut 
(Vergeldingstheorieen). 
Teori ini membenarkan pemidanaan karena seseorang telah 
melakukan suatu tindak pidana, maka terhadap pelaku pidana 
mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana dengan tidak 
mempersoalkan akibat pemidanaan bagi terpidana. 
b. Teori Relatieve (Nisbi) atau teori Tujuan (Doeltheorieen) 
Teori tujuan membenarkan pemidanaan (rechtsvaardigen), 
pada tujuan pemidanaan, yakni untuk mencegah terjadinya 
kejahatan (ne peccetur). Dengan adanya ancaman pidana 
dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat yang 




                                                             
32 Amir Ilyas, Op.cit, hlm. 95 
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c. Teori Gabungan (Verenigings-theorieen). 
Teori ini mendasarkan pemidanaan pada perpaduan antara 
teori pembalasan dengan teori tujuan, karena kedua teori tersebut 
bila berdiri sendiri-sendiri, masing-masing mempunyai kelemahan. 
Tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (prevention) dan retribusi 
(retribution). Dasar retribusi dalam just desert model menganggap bahwa 
pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka 
mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang 
tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan 
kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan. 
 
 F. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Anak 
1. Pertimbangan Yuridis 
Pertimbangan hakim dalam aspek yuridis memberikan 
dampak yang sangat besar dalam putusan yang diputuskan oleh 
hakim. Pertimbangan yuridis menguraikan unsur-unsur dari suatu 
tindak pidana perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan 
sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut 
Umum berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah didapatkan 
sesuai dengan alat bukti Pasal 184 KUHAP. Alat buktinya berupa: 
a. Keterangan saksi; 
b. Keterangan ahli; 




e. Keterangan terdakwa 
Dalam praktik peradilan, sebelum pertimbangan-pertimbangan 
yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan, maka Hakim terlebih dahulu 
akan menarik fakta-fakta dalam persidangan beriorentasi pada 
dimensi tentang locus dan tempus delicti, modus operandi 
bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar 
belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, 
kemudian bagaimanakah akibat langsung dan tidak langsung dari 
perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, serta hal-hal 
penting dibalik peristiwa tersebut. 
Apabila terhadap unsur-unsur dari tindak pidana yang di 
dakwakan terhadap pelaku terbukti sesuai fakta-fakta dan bukti-bukti 
yang didapatkan, maka pernyataan hakim dalam putusan 
menjatuhkan hukuman kepada pelaku sesuai perbuatannya. 
Sedangkan apabila terhadap unsur-unsur dari tindak pidana 
yang didakwakan tidak terbukti, haruslah ada pernyataan Hakim 
dalam putusan agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan.  
Sebelum hakim menjatuhkan hukuman atas terdakwa, maka 
terlebih dahulu juga dipertimbangkan “hal-hal yang memberatkan” 
dan “hal-hal yang meringankan”. Pertimbangan Hakim sendiri terdiri 
atas dua pokok yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 
meringankan. Hal-hal yang memberatkan adalah sesuatu yang dapat 
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menjadi alasan sehingga sanksi yang dijatuhkan haruslah 
menimbulkan efek jera. Sedangkan, hal yang meringankan adalah 
setiap hal yang dapat menjadi dasar alasan bagi Hakim agar pada 
putusannya, sanksi yang didakwakan oleh Penuntut Umum dapat 
dikurangi. 
2. Aspek Pertimbangan Non Yuridis (Laporan Pembimbing 
Masyarakat) 
Dalam proses persidangan anak sebagai pelaku tindak 
pidana, Hakim juga harus mempertimbangkan laporan Pembimbing 
Kemasyarakatan. Laporan Pembimbing Kemasyarakatan hanya 
digunakan dalam proses persidangan yang menempatkan anak 
sebagai pelaku tindak pidana. Laporan ini berisi latar belakang 
terdakwa melakukan tindak pidana. Laporan ini berguna bagi Hakim 
guna mengenal lebih dalam pribadi anak sehingga hasil putusannya 
akan lebih terarah serta sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan 
anak. Dimana putusan Hakim haruslah lebih mengedepankan 
pemberian bimbingan edukatif bagi anak, disamping yang bersifat 
menghukum perilakunya. 
Pengaturan mengenai Laporan Pembimbing Kemasyarakatan 
terdapat pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak, yaitu: 
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(1) Sebelum persidangan dibuka, Hakim memerintahkan agar 
Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil 
penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. 
(2) Laporan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), berisi : 
a. Data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan 
sosial anak,dan 
b. Kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing 
Kemasyarakatan. 
Sebuah laporan Pembimbing Kemasyarakatan dibuat oleh 
seorang petugas sosial (social worker) Bimbingan Kemasyarakatan 
dan Pengentasan Anak (BIPAS) dalam bentuk suatu case study 
(studi kasus). Gambaran mengenai keadaan si anak terdapat 
dalam studi kasus berupa:33 
1. Masalah sosialnya; 
2. Kepribadiannya; 
3. Latar belakang kehidupannya, contoh : 
- Riwayat sejak kecil;nya  
- Pergaulannya di luar dan di dalam rumah; 
- Hubungan interaksi antara bapak, Ibu dan si anak; 
- Hubungan si anak dengan keluarganya, dan lain-lainnya; 
- Latar belakang saat dilakukannya tindak pidana tersebut.  
                                                             
33 Wagiati Soetodjo, Op.cit, hlm. 46 
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Data-data yang diperlukan dalam rangka pembuatan laporan 
Bimbingan Kemasyarakatan diperoleh dari keterangan si anak sendiri, 
orang tua anak, dan lingkungan sekitar anak. 
Hasil dari laporan Bimbingan Kemasyarakatan merupakan 
suatu alat pertimbangan yang mau tidak mau wajib diperhatikan oleh 
Hakim. Sehingga menjadi pedoman bagi hakim dalam memutuskan 






















A. Lokasi Penelitian 
Peneliti memilih Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagai 
Lokasi Penelitian dengan alasan bahwa, penelitian pendahuluan 
(preliminary research) dilaksanakan di kantor Pengadilan Negeri 
tersebut. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah 
tempat dimana alat-alat bukti (saksi-saksi) dan terdakwa berdomisili, 
sehingga dokumen dalam perkara tersebut sudah tersedia dengan 
memadai di Pengadilan Negeri tersebut. 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi 
penelitian yaitu di Kejaksaan Negeri Sungguminasa dan 
Pengadilan Negeri Sungguminasa yang diperoleh melalui 
wawancara langsung kepada narasumber. 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung 
melalui penelitian kepustakaan (Library Research) baik dengan 
teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya tulis  
ilmiah, artikel-artikel dari internet serta dokumen-dokumen yang 





C. Teknik Pengumpulan Data 
Data penelitian lapangan (Field Research) menyaring data 
sebagai bahan analisis dengan menggunakan teknik sebagai berikut: 
a. Wawancara (interview), yakni penulis mengadakan tanya jawab 
dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang 
dibahas seperti hakim dan jaksa yang menangani kasus tersebut 
(kasus yang diangkat menjadi judul skripsi). 
b. Dokumentasi, yakni penulis mengambil data dengan mengamati 
dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang 
terkait dalam hal ini Pengadilan Negeri Sungguminasa. 
 
D. Analisis Data 
Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data 
sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, 
yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejalan data primer yang 
dihubungkan dengan teori-teori dalam data sekunder. Data disajikan 
secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan 









HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana 
Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak 
1. Identitas Terdakwa 
Nama   : Abdul Halik Mawardi alias Wardi 
Tempat lahir  : Makassar 
Umur   : 16 tahun/ 26 Juli 1996 
Jenis kelamin : Laki-laki 
Kebangsaan  : Indonesia 
Tempat tinggal :Jl. Mustafa Dg. Bunga Bontoa, Kelurahan 
Romangpolong, Kecamatan Somba Opu, 
Kabupaten Gowa 
Agama : Islam 
Pekerjaan : Pelajar 
 
2. Posisi Kasus 
Abdul Halik Mawardi Alias Wardi, yang masih berusia 16 
tahun, bertempat di Jalan Mustafa Dg. Bunga, Kelurahan 
Paccinongan, Kecamatan Sumbo Opu, Kab. Gowa, telah 
melakukan “penganiayaan” terhadap saksi korban Reza Andika 
45 
 
Putra Bin Basir Dg. Tarra. Perbuatan tersebut dilakukan dengan 
cara sebagai berikut: 
Berawal ketika terdakwa yang mengendarai sepeda motor 
RX-king lewat belakang Panti Asuhan Nurul Fatimah sambil 
membunyikan gas sepeda motornya dengan keras, di mana korban 
bersama saksi Ramli alias Malli Bin Dg. Talli, saksi Muh. Nur Ichsan 
alias Iccang Bin Syamul Alam dan saksi Saddang Husain alias 
Saddang pada saat itu sedang duduk-duduk sambil makan 
mangga. 
Selanjutnya datang keluarga korban menegur terdakwa agar 
tidak ribut karena mengganggu anak-anak yang berada di dalam 
panti dengan menyuruh terdakwa pulang, setelah itu terdakwa 
turun dari motornya kemudian memukul korban dengan tangan 
kanannya yang terkepal ke arah muka korban sehingga korban 
kesakitan dan mengalami bengkak pada bagian hidungnya dan 
tidak bisa melakukan aktifitasnya. 
Akibat perbuatan terdakwa dan saksi korban Reza Andika 
Putra Bin Basyir Dg. Tarra mengalami luka berdasarkan visum et 
repertum/ surat keterangan luka dari Rumah Sakit Umum Daerah 
Syekh Yusuf Sungguminasa Kab. Gowa Nomor: 445.2/994/RSUD-
SY/IX/2012 tanggal 13 September 2012 yang ditandatangani oleh 
dr. Febriyani Hamzah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 
Pada pemeriksaan korban ditemukan: 
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- Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar 
- Tampak bengkak dan luka lecet di atasnya pada batang hidung 
ukuran diameter: 2,5 cm. 
3. Dakwaan Penuntut Umum 
Dakwaan Tunggal 
Dakwaan Penuntut Umum mengenai penganiayaan yang dilakukan 
terdakwa bahwa Abdul Halik Mawardi Alias Wardi, yang masih 
berusia 16 tahun berdasarkan surat Akta Kelahiran No. 
670/um/cs/1996 tanggal 01 Agustus 1996 pada hari sabtu tanggal 
25 Agustus 2012, bertempat di Jalan Mustafa Dg. Bunga, 
Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Sumbo Opu, Kab. Gowa atau 
setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah melakukan 
“penganiayaan” terhadap saksi korban Reza Andika Putra Bin Basir 
Dg. Tarra. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai 
berikut: 
- Berawal ketika terdakwa yang mengendarai sepeda motor RX-
king lewat belakang Panti Asuhan Nurul Fatimah sambil 
membunyikan gas sepeda motornya dengan keras, di mana korban 
bersama saksi Ramli alias Malli Bin Dg. Talli, saksi Muh. Nur Ichsan 
alias Iccang Bin Syamul Alam dan saksi Saddang Husain alias 
Saddang pada saat itu sedang duduk-duduk sambil makan 
mangga. 
- Bahwa selanjutnya dating keluarga korban menegur terdakwa 
agar tidak ribut karena mengganggu anak-anak yang berada di 
dalam panti dengan menyuruh terdakwa pulang, setelah itu 
terdakwa turun dari motornya kemudian memukul korban dengan 
tangan kanannya yang terkepal ke arah muka korban sehingga 
korban kesakitan dan mengalami bengkak pada bagian hidungnya 
dan tidak bisa melakukan aktifitasnya. 
- Akibat perbuatan terdakwa dan saksi korban Reza Andika Putra 
Bin Basyir Dg. Tarra mengalami luka berdasarkan visum et 
repertum/ surat keterangan luka dari Rumah Sakit Umum Daerah 
Syekh Yusuf Sungguminasa Kab. Gowa Nomor: 445.2/994/RSUD-
SY/IX/2012 tanggal 13 September 2012 yang ditandatangani oleh 
dr. Febriyani Hamzah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 
Pada pemeriksaan korban ditemukan: 
- Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar 
- Tampak bengkak dan luka lecet di atasnya pada batang hidung 




Keadaan korban adalah akibat bersentuhan dengan benda 
keras/tumpul. 
 Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana 
berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 1 ayat (1) 
UURI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. 
 
4. Tuntutan Penuntut Umum 
Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut supaya 
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini 
memutuskan: 
a. menyatakan bahwa Abdul Halik Mawardi alias Wardi terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” 
sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana 
b. menjatuhkan pidana kepada terdakwa Abdul Halik Mawardi alias 
Wardi dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan 
masa percobaan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa 
ditahan kota. 
c. menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). 
 
5. Analisis Penulis 
Penuntut umum dalam perkara ini dilakukan oleh penuntut 
umum anak sesuai dengan UU Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 
1997. Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan perbuatan 
terdakwa telah memenuhi unsur pasal yang didakwaannya. 
Penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan tunggal. Jadi, 
penuntut umum harus yakin dengan dakwaan tersebut untuk 
menjerat pelaku atas perbuatannya. 
Untuk membuktikan tuntutan penuntut umum bahwa 
terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan 
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sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1), maka unsur-unsur 
tindak pidananya harus terpenuhi. 
Adapun unsur-unsur tindak pidana penganiayaan adalah 
sebagai berikut: 
a. Adanya Kesengajaan 
Kesengajaan diartikan bahwa terdakwa secara sadar 
terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan serta mengetahui 
akibat dari perbuatannya tersebut.  
Kesengajaan sangat menentukan apakah perbuatan 
terdakwa termasuk penganiayaan atau bukan. Tugas dari jaksa 
penuntut umum untuk membuktikan dalam persidangan. 
Perbuatan yang dilakukan terdakwa secara sengaja tidak hanya 
mencakup perbuatannya saja tetapi menimbulkan akibat rasa 
sakit atau luka pada orang lain. 
Berdasarkan fakta-fakta dalam pesidangan, pada saat 
terdakwa dengan sengaja memukul korban dengan tangan 
kosong/tinju karena emosi ditegur oleh keluarga korban 
memainkan gas motornya yang mengganggu warga sekitar, 
terdakwa mengetahui kalau orang kena pukulan akan 
mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh korbannya. 
Berdasarkan uraian fakta diatas, maka unsur kesengajaan 




b. adanya perbuatan (melakukan penganiayaan) 
Undang-Undang tidak secara jelas memberikan arti 
dari penganiayaan, maka belum ada kesepakatan bersama 
mengenai bentuk dari penganiayaan. 
Menurut Yurisprudensi, penganiayaan diartikan 
dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak 
(penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada tubuh orang 
lain. Sedangkan, menurut alinea ke-4 dalam Pasal 351 ayat 
(1) KUHP masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah 
merusak kesehatan orang. Semua perbuatan dari 
penganiayaan harus dilakukan dengan sengaja dan tidak 
dengan maksud yang patut atau melewati batas yang 
diizinkan. 
Berdasarkan pada Pasal 183 KUHAP menjelaskan 
bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 
seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua 
alat bukti yang sah. Dari alat bukti itu dapat memberikan 
penjelasan bahwa suatu tindak pidana penganiayaan benar-
benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan 
perbuatan tersebut. 
Berbicara mengenai alat bukti tentu saja tidak akan 
terlepas dari penjelasan yang diberikan oleh KUHAP. Dimana, 
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menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP34 alat bukti yang diakui 
adalah: 
a. Keterangan saksi;  
b. Keterangan ahli;  
c. Surat;  
d. Petunjuk;  
e. Keterangan terdakwa.  
Rumusan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan 
putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 
63/Pid.B/2013/PN.Sungg., yang dijadikan pertimbangan 
yuridis oleh hakim adalah semua fakta yang terungkap 
dipersidangan. Fakta yang dimaksud adalah dalam bentuk 
alat-alat bukti seperti yang dikehendaki secara limitatif oleh 
Pasal 184 KUHAP. Dalam persidangan alat bukti yang 
diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah keterangan saksi 
dan keterangan terdakwa serta barang bukti. Berdasarkan 
fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa benar terdakwa 
melakukan pebuatan penganiayaan. 
Dari penjelasan di atas, penulis akan menguraikan alat 
bukti yang diakui dalam kasus Putusan Nomor 
63/Pid.B/2013/Pn.Sungg., yaitu: 
a. Keterangan saksi 
 Saksi korban Reza Andika Putra Bin Dg. Tarra, yang 
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
                                                             
34
 KUHAP, Pustaka Yustisia: Yogjakarta, hlm: 79. 
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- Bahwa saksi mengetahui sehubungan masalah 
pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap 
saksi; 
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu, tanggal 25 
Agustus 2012 sekitar pukul 23:00 wita bertempat di 
jalan Mustafa Dg. Bunga Kel. Paccinongan, Kec. 
Sumba Opu, Kab. Gowa; 
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap 
saksi dengan menggunakan tangan kosong/ tinju dan 
mengenai bagian muka, kening sebelah depan dan 
bagian dada sebanyak 1 (satu) kali; 
- Bahwa awalnya saksi duduk-duduk di depan rumah 
mertua saksi di belakang Panti Asuhan Nurul Fatimah 
sambil makan mangga lalu datang  terdakwa 
mengendarai sepeda motor dan memainkan gas 
sepeda motornya sehingga ia ditegur oleh tante saksi 
agar tidak rebut karena dekat dengan panti asuhan, 
kemudian saksi mendekati terdakwa dan terdakwa 
langsung turun dari sepeda motornya lalu langsung 
melakukan pemukulan terhadap saksi dan mengenai 
bagian muka sebanyak 2 (dua) kali dan bagian dada 
sebanyak 1 (satu) kali; 
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- Bahwa saksi melakukan perlawana dan menikam 
terdakwa dengan menggunakan pisau yang saksi 
pakai untuk mengupas mangga dan mengenai bagian 
punggung dari terdakwa, kemudian terdakwa 
melarikan diri dengan sepeda motornya dan saksi 
mengejar sehingga ia terjatuh dan pada saat itu saksi 
kembali menikam terdakwa pada bagian lehernya; 
- Bahwa ada orang lain yang melihat kejadian tersebut 
ialah saksi Muh. Nur Ichsan; 
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa 
tersebut muka saksi sakit dan bengkak serta lecet 
pada batang hidung saksi; 
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara saksi 
dengan terdakwa; 
- Bahwa saksi pernah ditahan dan sekarang sudah 
bebas; 
- Bahwa saksi sudah pernah datang ke rumah 
terdakwa untuk meminta maaf, akan tetapi terdakwa 
tidak memaafkan saksi; 
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan 
menggunakan tangan kanan; 
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- Bahwa saksi tidak melihat saksi Saddang dan saksi 
Ramli saat itu, karena saksi sudah mengejar 
terdakwa.     
 Saksi Basir Dg. Tarra Bin Baso Dg. Nyarrang, yang pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan masalah 
pemukulan; 
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu, tanggal 25 
Agustus 2012 sekitar pukul 23:00 wita bertempat di 
jalan Mustafa Dg. Bunga Kel. Paccinongan, Kec. 
Sumba Opu, Kab. Gowa; 
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut; 
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumah 
saksi; 
- Bahwa saksi mengetahui karena ada orang berteriak 
bahwa saksi Reza sedang berkelahi, lalu saksi keluar, 
tetapi sudah tidak ada orang kecuali saksi Reza, lalu 
saksi membawa saksi Reza pulang; 
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan siapa saksi 
Reza berkelahi; 
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sebelumnya 
ada masalah antara saksi Reza dengan orang lain. 
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 Saksi Muh. Nur Ichsan alias Iccang Bin Syamsul Alam, 
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan masalah 
pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi 
Reza; 
- Bahwa kejadian pada hari sabtu, tanggal 25 Agustus 
2012 sekitar pukul 23:00 wita bertempat di jalan 
Mustafa Dg. Bunga Kel. Paccinongan, Kec. Somba 
Opu, Kab. Gowa; 
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya; 
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk-duduk di 
depan rumah mertua saksi Reza bersama dengan 
Malli dan saudara Ardi kemudian datang juga saksi 
Saddang dan tiba-tiba terdakwa langsung turun dari 
sepeda motornya dan mendekati saksi Reza yang 
sedang duduk, kemudian terdakwa langsung 
memukul saksi Reza pada bagian muka; 
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 2 
(dua) kali; 
- Bahwa setelah iu saksi Reza langsung mengejar 
terdakwa dengan menggunakan pisau dan setelah itu 




- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya 
ada masalah antara terdakwa dengan saksi Reza; 
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Reza  menikam 
terdakwa. 
 Saksi Saddang Husain alias Saddang, yang pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan masalah 
pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap 
saksi; 
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu, tanggal 25 
Agustus 2012 sekitar pukul 23:00 wita bertempat di 
jalan Mustafa Dg. Bunga Kel. Paccinongan, Kec. 
Sumba Opu, Kab. Gowa; 
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut; 
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk-duduk di 
depan rumah mertua saksi Reza bersama dengan 
saksi Malli dan saudara Ardi kemudian datang Iccang 
dan tiba-tiba terdakwa langsung turun dari sepeda 
motornya dan mendekati saksi Reza yang sedang 
duduk, kemudian terdakwa langsung memukul saksi 
reza pada bagian muka; 
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa 
memukul saksi Reza; 
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- Bahwa saksi tidak sempat melerai perkelahian antara 
terdakwa dengan saksi Reza karena kejadiannya 
begitu cepat,  
- Bahwa setelah itu saksi Reza langsung mengejar 
terdakwa dengan menggunakan pisau dan setelah itu 
saksi tidak mengetahuinya lagi karena langsung 
pulang; 
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya 
ada masalah antara terdakwa dengan saksi Reza; 
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Reza menikam 
terdakwa. 
 Saksi Ramli alias Malli Bin Dg. Talli, yang pokoknya 
nmenerangkan sebagai berikut: 
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan masalah 
pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi 
Reza; 
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu, tanggal 25 
Agustus 2012 sekitar pukul 23:00 wita bertempat di 
jalan Mustafa Dg. Bunga Kel. Paccinongan, Kec. 
Sumba Opu, Kab. Gowa; 
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut; 
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk-duduk di 
depan rumah mertua saksi Reza bersama dengan 
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saksi Saddang dan saudara Ardi kemudian datang 
Iccang dan tiba-tiba terdakwa langsung turun dari 
sepeda motornya dan mendekati saksi Reza yang 
sedang duduk, kemudian terdakwa langsung 
memukul saksi reza pada bagian muka; 
- Bahwa terdakwa memukul saksi Reza sebanyak 2 
(dua) kali; 
- Bahwa saksi tidak sempat melerai perkelahian antara 
terdakwa dengan saksi Reza karena kejadiannya 
begitu cepat; 
- Bahwa setelah itu saksi Reza langsung mengejar 
terdakwa dengan menggunakan pisau dan setelah itu 
saksi tidak mengetahuinya lagi karena langsung 
pulang; 
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya 
ada masalah antara terdakwa dengan saksi Reza; 
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Reza menikam 
terdakwa; 
- Bahwa akibat kejadian ini saksi Reza mengalami 
bengkak pada bagian muka. 
b. bukti surat 
Berdasarkan visum et repertum/ surat keterangan 
luka dari Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf 
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Sungguminasa Kab. Gowa Nomor: 445.2/994/RSUD-
SY/IX/2012 tanggal 13 September 2012 yang 
ditandatangani oleh dr. Febriyani Hamzah dengan hasil 
pemeriksaan sebagai berikut: 
Pada pemeriksaan korban ditemukan: 
- Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar 
- Tampak bengkak dan luka lecet di atasnya pada batang 
hidung ukuran diameter: 2,5 cm. 
c. keterangan terdakwa 
Bahwa dipersidangan telah didengar pula 
keterangan terdakwa Abdul Halik Mawardi alias Wardi yang 
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
- Terdakwa diajukan di muka persidangan adalah karena 
masaalh pemukulan yang telah terdakwa lakukan 
terhadap saksi Reza Andika; 
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu, tanggal 25 Agustus 
2012 sekitar pukul 23:00 wita bertempat di jalan Mustafa 
Dg. Bunga Kel. Paccinongan, Kec. Sumba Opu, Kab. 
Gowa; 
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) minggu kenal dengan 
saksi Reza Andika; 
- Bahwa awalnya terdakwa pulang dari fitness lalu disms 
oleh korban disuruh singgah di rumahnya, kemudian 
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terdakwa lewat di depan rumah saksi Reza Andika dan 
dipanggil olehnya untuk membantu mengangkat 
timbunan, setelah selesai terdakwa langsung dipanggil 
lagi ke rumah saksi Reza Andika yang dekat dengan 
panti, sesampainya di sana saksi Reza Andika 
menawari minuman ballo, tetapi terdakwa menolak lalu 
terdakwa pulang dan tiba-tiba terdakwa ditikam dari 
belakang oleh saksi Reza Andika; 
- Bahwa terdakwa membela diri dengan spontan dan 
memukul kembali saksi Reza Andika; 
- Bahwa terdakwa sudah lupa berapa kali ia memukul 
saksi Reza Andika; 
- Bahwa terdakwa sudah lupa bagian mana pukulan yang 
ia layangkan pada saksi Reza Andika; 
- Bahwa terdakwa lebih dahulu ditikam oleh saksi Reza 
Andika kemudian terdakwa memukul saksi Reza Andika; 
- Bahwa atas perbuatan tersebut, terdakwa sangat 
menyesalinya; 
- Bahwa saksi Agus Setiawa terlebih dahulu melakukan 
pemukulan terhadap saksi; 
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan teman-
temannya ialah: saksi Agus setiawan, saksi Feri Fadli, 
saksi Agus Salim, dan Saksi Ahmad Fauzi sedang 
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bermain stik di Pasar Moncobalang sekitar pukul 12:00 
wita terdakwa bubar atau berhenti bermain sehingga 
saat itu terdakwa hendak pulang ke rumah, namun 
ketika terdakwa dan mengatakan “Eroko siba’ji ana’ 
sundala”  sehingga terdakwa lari ketakutan, namun saksi 
Agus setiawan mengejar terdakwa dan langsung 
menyikut atau memukul dengan sikunya dan mengenai 
lengan kiri terdakwa sehingga terdakwa jatuh; 
- Bahwa setelah terdakwa berdiri, kemudian saksi Agus 
setiawan memukul mata sebelah kanan terdakwa 
sebanyak satu kali dan menggigit pundak terdakwa, 
selanjutnya terdakwa membalasnya dengan cara 
memukul mata sebelah kiri saksi Agus Setiawan dengan 
menggunakan tangan kiri, setelah itu terdakwa pulang 
ke rumah; 
- Bahwa sepengetahuan terdakwa bahwa saksi Agus 
Setiawan mengalami luka cakar pada lehernya; 
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa 
melakukan pemukulan dan mencakar saksi Agus 
Setiawan ialah karena saksi Agus Setiawan sebelumnya 
telah memukul terdakwa, lalu dibalas oleh terdakwa 




- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah atau selisih 
paham antara terdakwa dengan Agus Setiawan; 
- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut 
terdakwa sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan 
mengulangi lagi. 
c. adanya akibat perbuatan (mengakibatkan luka pada tubuh) 
Unsur ke-3 ini adalah unsur perbuatan yang 
menyebabkan luka pada tubuh. Dalam doktrin, luka diartikan 
terdapatnya atau terjadinya perubahan dari tubuh, atau 
menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu 
dilakukan. 
Berdasarkan visum et repertum/ surat keterangan 
luka dari Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf 
Sungguminasa Kab. Gowa Nomor: 445.2/994/RSUD-
SY/IX/2012 tanggal 13 September 2012 yang ditandatangani 
oleh dr. Febriyani Hamzah dengan hasil pemeriksaan sebagai 
berikut: 
Pada pemeriksaan korban ditemukan: 
 - Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar 
- Tampak bengkak dan luka lecet di atasnya pada batang 
hidung ukuran diameter: 2,5 cm. 
Dari fakta-fakta diatas, membuktikan bahwa unsur 
akibat perbuatan telah terbukti. 
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Mengenai fakta-fakta yang terungkap yang sesuai dengan 
alat bukti yang sah di atas, ternyata terdakwa memenuhi seluruh 
unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan di buktikan 
dengan alat bukti yang sah. Sehingga, Hakim sebagai Hakim 
tunggal dalam perkara pidana anak berkesimpulan bahwa terdakwa 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
yang didakwaan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 351 
ayat (1) KUHP. 
Dalam tuntutan Penuntut Umum, terdakwa diancam 
pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 1 
ayat (1) UURI Nomor  3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak. 
Berdasarkan tuntutan penuntut umum dalam Pasal 351 ayat 
1 KUHP dan Pasal 1 Ayat (1) UURI Nomor 3 Tahun 1997 tidak 
tepat, karena Pasal 1 ayat (1) UURI Nomor  3 Tahun 1997 tentang 
pengadilan Anak bukan merupakan pasal yang mengatur tindak 
pidana tetapi berisi tentang pengertian anak. Kedua pasal tersebut 
tidak dapat dikaitkan satu sama lain karena pasal 351 ayat (1) 
merupakan pasal tindak pidana penganiayaan dan Pasal 1 ayat (1) 
merupakan pasal mengenai pengertian anak. Pasal yang 
dituntutkan tidak terkait/berhubungan sama sekali. Jadi, ancaman 
pidana yang seharusnya dituntutkan Jaksa Penuntut Umum 
terhadap terdakwa hanya mengenai tindak pidana penganiayaan 
yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. 
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Korban dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan 
oleh terdakwa Abdul Halik Mawardi alias Wardi adalah orang 
dewasa, dimana sudah tidak masuk dalam batas umur anak seperti 
terdakwa yang masih digolongkan anak. Tindakan terdakwa 
merupakan penganiayaan biasa yang diatur dalam Pasal 351 ayat 
(1) KUHP. Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan korban 
mengalami luka  pada bagian wajah.  
Berdasarkan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum, 
terdakwa dijatuhi penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa 
percobaan selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa 
ditahan kota. Penulis menilai jaksa dalam hal ini hanya 
mempertimbangkan aspek yuridisnya saja tanpa 
mempertimbangkan aspek-aspek yang lain yang melatarbelakangi 
hal tersebut terjadi seperti aspek sosial, ekonomi, fisik, psikis, 
keluarga, lingkungan dan lain-lain. Biasanya jaksa hanya melihat 
akibat dari perbuatan terdakwa terhadap korbannya. Dalam 
memberikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum cenderung 
memberikan sanksi terhadap terdakwa dengan sanksi pidana 
penjara yang memberikan efek jera terhadap terdakwa tanpa 
mempertimbangkan pengaruh negatif yang ditimbulkan sanksi 
tersebut kepada anak. Dampak yang akan sangat terasa adalah  





B. Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Dalam Memutuskan 
Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak  Dalam 
Putusan Perkara Nomor 63/Pid.B/2013/PN.Sungg. 
1. Putusan Hakim 
a. menyatakan terdakwa Abdul Halik Mawardi Alias Wardi telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “penganiayaan”. 
b. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. 
c. memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau 
di kemudian hari dengan Putusan Hakim diberikan perintah atas 
alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan 6 (enam) 
bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana. 
d. membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 
2000,- (dua ribu rupiah). 
   
2. Pertimbangan Hakim  
Pertimbangan hakim yang pada pokoknya dengan 
kesimpulan sebagai berikut: 
Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek 
hukum yang diajukan ke Persidangan sebagai terdakwa oleh 
Penuntut Umum adalah bernama terdakwa Abdul Halik Mawardi 
alias Wardi, dan ternyata terdakwa mengakui dan membenarkan, 
serta tidak keberatan bahwa identitas terdakwa sebagaimana 
dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas 
dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan terdakwa 
adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani 
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yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan 
pertanggungjawaban pidana. 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan 
hukum di atas, maka menurut Hakim unsur “barang siapa” telah 
terpenuhi secara sah menurut hukum. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut 
di atas, maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah dengan 
sengaja melakukan pemukulan terhadap saksi Reza Andika Putra 
yang dilatarbelakangi oleh perbuatan terdakwa sendiri yang 
memainkan gas sepeda motornya, perbuatan terdakwa memukul 
saksi Reza Andika Putra dilakukan dengan menggunakan tangan 
kosong/tinju dan mengenai bagian muka, kening sebelah depan 
sebanyak 2 (dua) kali dan bagian dada saksi  Reza Andika Putra  
sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana tertuang dalam visum et 
repertum No. 445.2/994/RSUD-SY/IX/2012 tertanggal 13 
September 2012 atas nama Reza Andika Putra yang dibuat dan 
ditandatangani oleh dr. Febriyani Hamzah, dari Rumah Sakit Umum 
Daerah Syekh Yusuf. 
Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, unsur 
ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum. 
Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan pada 
diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan 
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pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar 
maupun karena alasan pemaaf, maka terdakwa dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah 
dilakukannya. 
Menimbang bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan 
terhadap diri terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkannya 
sebagai berikut: 
- Bahwa terdakwa dituntut oleh penuntut Umum berupa pidana 
bersyarat. 
- Bahwa hasil Penelitian Masyarakat (Litmas) yang dibuat oleh 
Pembimbing Kemasyarakatan diketahui bahwa latar belakang 
terdakwa melakukan tindak pidana ialah terdakwa tidak 
mengetahui akar permasalahannya kenapa terdakwa langsung 
dipukul dan ditikam beberapa kali oleh korban, lantar korban 
melaporkan kembali kepada pihak kepolisian.    
- Bahwa saran sebagaimana dalam hasil Litmas ialah 
mengembalikan kepada orang tuanya untuk dibimbing kembali 
dengan baik dan sungguh-sungguh karena terdakwa masih labil 
dan nantinya kembali ke tengah-tengah keluarga dan 
masyarakat. 
- Bahwa di muka persidangan terdakwa telah mengajukan 
permohonan bahwa ia masih tetap ingin bersekolah. 
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- Bahwa di muka persidangan orang tua terdakwa telah pula 
mengemukakan bahwa ia masih sanggup untuk mengasuh dan 
mendidik terdakwa dengan baik dan sangat menyesali peristiwa 
tersebut. 
Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan 
keseluruhan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan 
dengan pendapat bahwa pada dasarnya terdapat tiga pokok 
pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaan, 
yaitu: 1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, 2. 
Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-
kejahatan, 3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi 
tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni 
penjahat-penjahat yang dengan cara –cara yang lain  sudah tidak 
dapat diperbaiki lagi (vide Drs. P.A.F.  Lamintang, SH, Hukum 
Penitensier Indonesia, CV. Armico Bandung, Cet. IV Desember 
1994, hal. 23). 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di 
atas, Hakim berpendapat kiranya adil putusan yang akan 
dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah pidana bersyarat 
sebagaimana dalam amar putusan. 
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat 
(1) KUHAP dikarenakan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi 
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pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara 
yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan. 
Menimbang bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman 
atas terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang 
memberatkan dan hal meringankan pada diri terdakwa. 
Hal-hal yang memberatkan: 
- Sifat dari perbuatan terdakwa. 
Hal-hal yang meringankan: 
- Terdakwa belum pernah dihukum. 
- Terdakwa bersikap sopan. 
- Terdakwa masih berusia anak-anak dan berkeinginan untuk 
kembali bersekolah. 
Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, UU RI 
Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak, UU RI Nomor  8 
Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang 
bersangkutan. 
3. Analisis Penulis 
Hakim diberi wewenang untuk memberikan putusan 
penjatuhan pidana apabila perbuatan pelaku tindak pidana terbukti 
secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana. 
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Dalam upaya membuat putusan, Hakim harus mempunyai 
pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Penuntut Umum, 
keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan pasal-pasal menjadi 
dasar hukum dari putusannya. Selain itu, adapula pertimbangan 
non-yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, 
akibat perbuatan serta kondisi terdakwa pada saat melakukan 
perbuatan tersebut. Putusan Hakim yang dijatuhkan kepada 
terdakwa harus didasari atas rasa tanggungjawab, keadilan, 
kebijaksanaan, dan profesionalisme dari diri seorang Hakim. 
Dalam proses perkara pidana anak yang melakukan 
penyidikan dilakukan oleh penyidik anak yang diatur dalam Pasal 1 
ayat (5), dakwaan dan tuntutan yang dilakukan oleh Penuntut 
Umum anak yang diatur Pasal 1 ayat (6), dan diadili oleh Hakim 
anak yang diatur Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak. Syarat-syarat menjadi Hakim Anak diatur dalam 
Pasal 10 UU Nomor 3 Tahun 1997 yaitu telah berpengalaman 
sebagai Hakim di pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum, 
selain itu mempunyai minat, perhatian, dedikasi yang tinggi serta 
memahami masalah tentang Anak. Dalam putusan Hakim, pasal 
yang didakwakan Pununtut Umum telah memenuhi unsur-unsur 
dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. Berdasarkan kasus yang 
diteliti oleh penulis pelaku penganiayaan dari perkara tersebut 
adalah anak yang belum memenuhi batas umur dewasa. 
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Adapun pertimbangan Hakim menurut wawancara penulis 
dengan hakim terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada 
anak merupakan alternatif terakhir yang akan diambil hakim dalam 
menjatuhkan putusan, sebab anak tersebut selama menjalani 
proses persidangan terdakwa bersikap sopan, belum pernah 
dihukum, dan masih dikategorikan anak dan berkeinginan untuk 
kembali bersekolah. Latar belakang masalahnya terdakwa 
melakukan pemukulan karena tidak menerima dirinya ditegur oleh 
keluarga korban dengan memainkan gas motornya yang dapat 
menggangggu warga lain. Jadi, terdakwa memukul korban dengan 
tangan kosong yang mengakibatkan luka pada wajah korbannya. 
Korban yang merasa tidak terima dengan hal itu memukul dan 
menikam korban beberapa kali karena tidak menerima perbuatan 
terdakwa.  
Menurut hakim, Pembelaan yang dilakukan oleh korban 
merupakan pembelaan terpaksa karena pada saat itu korban 
sedang makan mangga bersama saksi-saksi. Korban 
menggunakan pisau untuk mengiris mangga untuk menikam 
korban. Yang pada saat itu ada pada tangan korban yang langsung 
terpikir oleh korban untuk menggunakan benda tersebut. 
Menurut penulis, Tindakan yang dilakukan oleh korban 
bukan merupakan pembelaan terpaksan karena melampaui batas 
yang telah ditentukan menurut Pasal 49 KUHP, dimana dalam 
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melakukan pembelaan terpaksa tidak melampaui batas sesuai 
aturan yang berlaku. Tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu, 
dimana korban menikam pelaku sedangkan pelaku memukul 
korban dengan kepalan tangan/tinju. 
Pembelaan Terpaksa (noodweer) dalam KUHP dibedakan 
menjadi 2 (dua), yaitu noodweer (pembelaan terpaksa) dan 
noodweer-exces (pembelaan darurat yang melampaui batas) 
terdapat dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi: 
(1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan 
terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan 
kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena 
ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada 
saat itu yang melawan hukum. 
(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung 
disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena 
serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. 
 
Jadi, putusan hakim atas kasus diatas adalah memberikan 
pidana bersyarat kepada terdakwa akibat dari perbuatannya. 
Menurut Muladi, pidana bersyarat adalah suatu pidana 
dimana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali 
bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar 
syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh 
pengadilan (pidana bersyarat ini merupakan penundaan 
pelaksanaan pidana).35 
                                                             
35 Muladi, 2008,  Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, hal. 195. 
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Menurut penulis, pidana bersyarat tidak dijalankan oleh 
terpidana dengan syarat tidak melanggar syarat umum dan syarat 
khusus selama terpidana menjalankan masa percobaan. 
Dasar hukum pidana bersyarat tercantum dalam KUHP 
dalam Pasal 14a-14f. Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam 
Pasal 14a sampai Pasal 14f KUHP tentang pidana bersyarat, 
sebagai berikut:  
a. Pidana bersyarat dapat diterapkan jika Hakim menjatuhkan 
pidana penjara tidak lebih dari satu tahun atau kurungan tidak 
termasuk kurungan pengganti. 
b. Masa percobaan paling lama tiga tahun terhadap tindak pidana 
yang disebut dalam Pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 KUHP, 
sedangkan tindak pidana lainnya paling lama dua tahun, 
dihitung sejak putusan menjadi tetap dan telah diberitahukan 
kepada terpidana, sedangkan masa penahanan yang sah tidak 
diperhitungkan ke dalam masa percobaan 
c. Hakim, di samping menetapkan syarat umum bahwa terpidana 
tidak akan mengulangi lagi tindak pidana, dapat juga 
menetapkan syarat khusus, seperti terpidana diperintahkan 
membayar ganti rugi kepada korban. 
d. Jaksa adalah pejabat yang mengawasi agar syarat-syarat 
terpenuhi, dan Hakim dapat memerintahkan lembaga yang 
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berbentuk badan hukum, lembaga sosial, untuk memberikan 
bantuan kepada terpidana agar terpenuhinya syarat-syarat yang 
ditetapkan 
e. Lamanya waktu berlakunya syarat-syarat khusus dapat diubah 
atas usul jaksa ataupun terpidana. Hakim dapat mengubah 
syarat-syarat khusus, dan dapat memperpanjang masa 
percobaan satu kali, dengan ketentuan paling lama setengah 
dari masa percobaan yang telah ditetapkan 
f. Hakim dapat memerintahkan pidana penjara untuk 
melaksanakan, dalam hal terpidana selama masa percobaan 
melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang bersifat tetap, 
atau jika salah satu syarat tidak terpenuhi, ataupun kaena 
penjatuhan pidana sebelum masa percobaan dimulai. 
g. Perintah melaksanakan pidana tidak dapat dilakukan apabila 
masa percobaan telah habis, kecuali sebelum amasa percobaan 
habis terpidana dituntut atas tindak pidana yang dilakukan pada 
masa percobaan dan dijatuhi pidana yang menjadi tetap, maka 
Hakim dalam waktu dua bulan setelah putusan, dapat 
memerintahkan terpidana melaksanakan pidana.36 
                                                             
36
 http://dedaz-xpresi.blogspot.com/2011/10/pidana-bersyarat-dan-pelepasan.html. 
Diakses pada hari kamis, 10 Juli 2014 pada pukul 23:15 WITA. 
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Dalam penjatuhan pidana bersyarat terhadap terdakwa telah 
diketahui 2 (dua) jenis syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 
a. Syarat Umum 
Syarat umum dalam putusan percobaan pada pidana 
bersyarat bersifat imperatif, artinya bila hakim menjatuhkan 
pidana dengan bersyarat, dalam putusan itu harus ditetapkan 
syarat umum. Dalam syarat umum harus ditetapkan oleh Hakim 
bahwa dalam tenggang waktu tertentu atau masa percobaan 
terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana. 
Dalam syarat umum ini tampak jelas sifat mendidik dalam 
putusan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dan tidak 
ada rasa pembalasan sebagaimana dalam teori pembalasan. 
b. Syarat Khusus 
Dalam persyaratan khusus akan ditentukan oleh hakim 
jika sekiranya syarat-syarat itu ada. 
 Dalam perkara ini, hakim tidak mencantumkan syarat 
khusus yang mewajibkan terdakwa membayar denda dalam 
kurun waktu yang telah ditentukan oleh Hakim. Hanya pidana 
penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dengan masa percobaan 6 
(enam) bulan yang dijatuhkan hakim dalam putusannya. 
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Syarat-syarat khusus tersebut tidak diperkenankan 
sepanjang melanggar atau mengurangi hak-hak terpidana dalam 
hal berpolitik (kenegaraan) dan menjalankan agamanya. 
Jadi, pidana yang ditetapkan oleh hakim itu tidak perlu 
dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan 
tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-
syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya. 
Pidana ini merupakan ancaman agar terpidana tidak  melakukan 
tindak pidana selama menjalankan pidana bersyarat. 
Menurut Hakim, terdakwa dikenakan pidana bersyarat 
karena terdakwa masih ingin bersekolah, orangtua terdakwa 
masih mampu mengasuh anaknya, dan terdakwa masih labil. 
Emosi terdakwa pada saat melakukan perbuatan terdakwa 
masih tidak bisa dikendalikan. Oleh karena itu, faktor 
perkembangan psikologis yang menjadi faktor penting agar anak 
mendapatkan pelajaran dari tindakan yang dilakukannya. Dari 
perbuatan itu, sangat berpengaruh pada diri anak sekembalinya 
pada keluarga dan lingkungan sekitarnya. 
Hakim harus memperhatikan emosional, mental dan 
intelektualitas anak. Dari putusan itu juga hakim harus 
mengetahui kondisi anak agar kedepannya tidak menyimpan 
dendam terhadap korbanya, karena mengakibatkan anak 
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tersebut harus menjalani proses hukum. Dalam mengambil 
keputusan, Hakim tidak hanya berpendapat sendiri tetapi melihat 
juga hasil penelitian Petugas Penelitian Kemasyarakatan, 
keterangan terdakwa, keterangan saksi dan orangtua terdakwa. 
Namun, dari pada itu putusan hakim harus bersifat memperbaiki 
pelaku tindak pidana dan menjunjung tinggi rasa keadilan. 
Untuk menanggulangi perkara-perkara anak nakal maka 
penulis berpendapat bahwa anak jangan dipenjarakan karena 
berdampak pada psikologisnya, sosialisasi dengan anak nakal 
yang lain akan berdampak buruk pada perilaku anak, serta dapat 
kembali melakukan kejahatan yang dulu pernah dilakukannya 
atau melakukan kejahatan yang lebih dari yang pernah 
dilakukannya. Tindakan anak tidak boleh dikatakan kejahatan, 
tetapi tindakan itu merupakan kenakalan anak yang lahir akibat 
kondisi psikologis yang tidak seimbang. 
Selain itu, pandangan masyarakat terhadap mantan 
narapidana anak di lingkungan masyarakat akan menjauhkan 
anaknya dari terdakwa karena takut anaknya mendapat 
pengaruh buruk. Dampak terhadap terdakwa kedepannya akan 
bermasalah dalam perkembangan dan sosialisasi anak tersebut. 
77 
 
Jadi, menurut penulis sebaiknya sanksi pidana penjara 
merupakan alternatif terakhir bagi Hakim untuk memberikan 
sanksi kepada anak, karena sangat berdampak buruk bagi anak.  
Dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1997 yang mengatur tentang pidana pokok dan 
pidana tambahan bagi anak nakal, yaitu:  
1. Pidana Pokok merupakan pidana utama yang dapat 
dijatuhkan kepada anak nakal. Beberapa pidana pokok yang 
dapat dijatuhkan kepada anak nakal, yaitu: 
a. Pidana penjara; 
b. Pidana kurungan; 
c. Pidana denda, atau; 
d. Pidana pengawasan,  
2. Pidana Tambahan adalah pidana yang dapat dijatuhkan 
sebagai tambahan dari pidana pokok yang diterimanya. Selain 
pidana pokok maka terhadap anak nakal dapat pula dijatuhkan 
pidana tambahan, berupa : 
a. Perampasan barang-barang tertentu, dan/atau;  
b. Pembayaran ganti rugi.  
Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal 
berdasarkan Pasal 24 UU Pengadilan Anak adalah :  
1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; 
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2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, 
pembinaan, dan latihan kerja, atau;  
3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial 
kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, 





















Dalam rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat 
menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak 
pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang menyatakan 
bahwa terdakwa Abdul Halik Mawardi alias Wardi telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
penganiayaan terhadap korban Reza Andika Putra Bin Basyir Dg. 
Tarra yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sesuai fakta –
fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut 
Umum berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta hasil 
visum. 
2. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dinilai dari pertimbangan-
pertimbangan telah sesuai dengan aturan yang ada di dalam UU 
Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dalam menjatuhkan 
putusan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. 
Pertimbangan Hakim diantaranya fakta-fakta dalam persidangan 
dan fakta yuridis, serta melihat hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan terdakwa. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 
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3 (tiga) bulan, tetapi terdakwa tidak menjalankan pidana tersebut 
dengan syarat selama masa percobaan 6 (enam) bulan terdakwa 
tidak boleh melakukan tindak pidana. Hakim juga memandang 
penjatuhan sanksi penjara kepada anak  tidaklah tepat karena 
faktor psikologisnya. 
B. Saran 
Adapun saran yang dapat Penulis berikan sehubungan dengan 
penulisan skripsi ini sebagai berikut: 
1. Penulis mengharapkan kepada para penegak hukum, terkhusus 
kepada Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku 
kejahatan yang masih tergolong anak agar tidak hanya 
menjatuhkan sanksi pidana penjara untuk memberikan efek jera 
atas perbutannya tetapi dapat berupa sanksi tindakan. Sanksi 
pidana penjara diberikan kepada anak merupakan alternatif terakhir 
untuk menjatuhkan sanksi tersebut. Hakim juga harus 
memperhatikan asas pertimbangan yang terbaik bagi anak, karena 
efek dari pidana penjara bagi anak berdampak negatif terhadap 
psikologisnya. 
2. Penulis juga berharap dengan melihat kenyataan yang terjadi dalam 
pemidanaan anak harus mengikuti aturan yang ada dengan 
menempatka anak pada penjara khusus apabila anak dijatuhi 
pidana penjara, serta melaksanakan proses hukum sesuai UU 
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peradilan anak. Akibat digabungnya anak dengan orang dewasa 
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